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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4 TAHUN 2014 

TENTANG 
PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA 

DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara 
pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas 
serta penyelenggaraan pemilihan umum yang 
berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil, perlu dilaksanakan pengawasan tahapan 
pemungutan dan penghitungan suara pemilihan 
umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya 
tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang 
berkualitas, tepat prosedur, dan berkeadilan, perlu 
untuk memastikan proses pemungutan dan 
penghitungan suara berjalan transparan dan 
disaksikan oleh pihak yang berkepentingan; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 
Umum tentang Pengawasan Pemungutan dan 
Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5316); 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 
13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan 
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 1080); 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 
14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan 
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1081) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata 
Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 588); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN 
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 
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DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana 
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah 
Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah 
lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri yang melaksanakan Pemilu. 

7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU 
Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan 
Pemilu di provinsi. 

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat 
KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas 
melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 
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9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk 
melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain. 

10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah 
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk 
melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan. 

11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya 
disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk 
melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat 
pemungutan suara. 

12. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah 
panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar 
negeri. 

13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang 
selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh 
PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan 
suara luar negeri. 

14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah 
lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi 
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

15. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu 
Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas 
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 

16. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut 
Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu 
Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 
kabupaten/kota. 

17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat 
Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu 
Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 
wilayah kecamatan atau nama lain. 

18. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh 
Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 
Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. 

19. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu 
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu 
Lapangan. 

20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah 
tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 
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21. Pemantau Pemilu adalah sekumpulan pelaksana pemantauan Pemilu 
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta 
perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD yang telah terdaftar dan 
memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 

22. Kotak Suara adalah tempat untuk menyimpan surat suara yang telah 
dibubuhi pilihan oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT. 

23. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara 
yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang 
digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Anggota 
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Pasal 2 
Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara 
bertujuan untuk: 
a. memastikan pemilih terlayani dalam menggunakan hak suara dan 

hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. melindungi kemurnian suara pemilih untuk menjamin integritas dan 
transparansi hasil pemungutan dan penghitungan suara; 

c. memastikan peserta Pemilu terjamin haknya dalam aktivitas teknis 
pelaksanaan pemilihan yakni pada pemungutan suara dan 
penghitungan suara; 

d. memastikan ketaatan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, 
PPS, dan KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan 
suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

e. mencegah terjadinya kelalaian, penyimpangan, kesalahan, dan 
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB II 
RUANG LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN 

Pasal 3 

Ruang lingkup pengawasan Pengawas Pemilu terdiri atas: 
a. persiapan pemungutan suara; 
b. pelaksanaan pemungutan suara; 
c. persiapan penghitungan suara; 

d. pelaksanaan penghitungan suara; 
e. pelaksanaan pengumuman penghitungan suara; 
f. pemungutan suara ulang; dan  

g. penghitungan suara ulang. 
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